SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN

Menimbang

SARANA PRASARANA PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian,

penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana
prasarana pedesaan serta memberikan motivasi Pemerintah
Desa dalam pelaksanaan kegiatan, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah
Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan,

perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun
2017  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pemberian,
Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk

Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);

Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 68);

Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan

Sarana Prasarana Pedesaan.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEDESAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 16
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian,
Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk
Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 10

(1) Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa atas pembangunan
sarana prasarana pedesaan yang didanai dari Bantuan
Keuangan, dilaksakanan sesuai ketentuan perundang-

undangan.

(2) Sarana Prasarana Pedesaan yang dibangun dari

bantuan Keuangan menjadi aset Desa.

(3) Biaya perawatan pembangunan sarana prasarana
pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada kas Desa.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A)
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan
dari Bantuan Keuangan terdapat sisa anggaran, maka
dapat dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA atau
dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk
melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas

kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.



(1A) Penggunaan sisa anggaran untuk melanjutkan atau
meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan yang
berkaitan dengan kegiatan awalnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan
perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau
Rencana Kerja (RK) yang telah dihitung kembali oleh
Tim Pengelola Kegiatan dan dibuatkan Berita Acara
Tambah Kurang Pekerjaan yang ditandatangani oleh
Kepala Desa, Ketua Tim Pengelola Kegiatan serta

mengetahui Perangkat Daerah terkait.

(2) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan
dari Bantuan Keuangan terdapat kekurangan, maka
dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan

keuangan Desa.

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

(1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan

evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan

pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dititikberatkan pada:

a. penggunaan dana;
b. kesesuaian lokasi kegiatan dengan proposal;
c. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Anggaran

Biaya (RAB)/Rencana Kerja (RK) dan gambar;



d. kelengkapan pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Desa wuntuk Pembangunan Sarana Prasarana
Pedesaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Dalam  pelaksanaan  monitoring dan  evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah
terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi
yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat

Daerah.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa Berita Acara Hasil Monitoring dan

Evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Monitoring.

4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB,
yakni BAB VIIIA sebagai berikut :

BAB VIIIA
PENGHARGAAN
Pasal 18A

(1) Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Desa untuk
memberikan motivasi atas pelaksanaan bantuan
keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa

untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada 3 (tiga) Pemerintah Desa yang tertib
dan tepat administrasi dalam pelaksanaan kegiatan
bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana

prasarana pedesaan.

(3) Penghargaan yang diberikan dalam bentuk Piagam
Penghargaan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Desa terbaik.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinyz
KEPALA BAGIAN HUKUM
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SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010




